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ABSTRAK 
 

 
 

Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dapat 
dikenakan sanksi rehabilitasi. Tujuan pemindaan dalam tindak pidana pengguna 
narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 
2009 harus dilakukan secara selektif berkenaan apakah pelaku itu adalah pengguna 
atau pengedar. Tindakan selektif itu juga harus diterapkan dalam Pasal 127 Undang-
Undang No. 35 Tahun 2009 yang dikenakan sanksi pidana untuk golongan I sampai 
III sebagai korban, maka setiap penyalah guna berhak memperoleh hak rehabilitasi 
medis dan sosial. Penerapan rehabilitas medis dan sosial sebagaimana diatur dalam 
Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tujuan penelitian 
menganalisa konsep rehabilitasi dalam perundang-undangan di Indonesia dan 
kedudukan putusan rehabilitasi dalam konsep pemidanaan di Indonesia Penentuan 
sanksi terhadap pecandu narkotika, apakah akan diterapkan sanksi pidana atau 
sanksi rehabilitasi hal ini penentuan tersebut berada di tangan hakim. Sebab 
berdasarkan ketentuan undang-undang narkotika, hakim diberikan kewenangan 
untuk menentukan dan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi 
terhadap pecandu narkotika tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 127 dan Pasal 
103 UU No. 35 Tahun 2009.  Putusan hakim mengacu pada aturan dan peraturan, 
padahal menurut adalah sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan, 
struktur, serta lembaga dan proses yang ada dalam sistem itu. Bekerjanya hukum 
dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur yaitu struktur hukum (legal 
strukture), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture)” 
berjalan secara integral, simultan dan paralel artinya satu kesatuan yang harus 
selaras. Salah satu bentuk nyata dari Restoratif Justice yang telah dianut dalam 
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah penerapan sistem rehabilitasi. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah 
diwajibkan dilakukan rehabilitas medis dan rehabilitasi sosial 
 
 
Kata kunci:  Penggunaan narkotika, restoratif justice,  putusan rehabilitas  
                     medik dan rehabilitasi sosial  
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ABSTRACT 
  
  

The application of legal sanctions for perpetrators of narcotics can be 
sanctioned by rehabilitation. The saction of perpetrators of narcotics or drug users 
as mantioned in Article 127 of Law No. 35 of 2009 should be done selectively in 
respect of whether the perpetrator is a user or dealer. The selective action should 
also applied in Article 127 of Law No. 35 of 2009 that imposed criminal sanctions 
for level I to III as a victim. So perpetrators of narcotics has rights to medical and 
social rehabilitation. Application of medical and social rehabilitation is mantioned 
in Article 127 paragraph (3) of Act 35 of 2009. This research objective is to analyze 
the concept of rehabilitation in the Indonesian legislation and the law perspective of 
rehabilitation based on Indonesian legislation. Both of the sanctions for 
perpetrators of narcotics or drug addicts, whether to apply penal sanctions or 
rehabilitation of such determination it is depend on the judges decision. Because 
under the provisions of the narcotics law, judges are given the authority to 
determine and impose imprisonment or rehabilitation for drug addicts, in 
accordance with the provisions of Article 127 and Article 103 of Law No. 35 of 
2009. The judge's decision refers to the rules and regulations, but according to the 
legal system is to distinguish between the rules and regulations, structures, 
institutions and processes that exist in the system. The application of law in a system 
is determined by three elements, namely the legal structure ((legal strukture), the 
substance of the law (legal substance), and the legal culture (legal culture), all of 
three must running integrally, simultaneous and parallel. It means all in one unit 
that must be aligned. Again, one of the real form of Restorative Justice which has 
been adopted in Law No. 35 of 2009 is the implementation of the rehabilitation 
system. Based on Article 54 of Law No. 35 of 2009 is required to do the medical 
rehabilitation and social rehabilitation for the perpetrators of narcotics in 
Indonesian.  

  
Keywords: Perpetrators of narcotics, restorative justice, medical and social  
                  rehabilitation 
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